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KATA PENGANTAR

Sektor logistik secara makro akan menentukan daya saing 

suatu negara. Dalam hal ini, tentunya sangat terkait infrastruktur 

pengelolaan pelabuhan, infrastruktur pendukung, teknologi, dan 

sumber daya manusia dengan didukung manajemen logistik yang 

berkaitan bagaimana manajemen rantai pasokan (supply chain 
management). Hadirnya buku dengan judul “Memajukan Logistik 

Indonesia yang Berdaya Saing” ini sangat tepat di tengah semakin 

pesatnya kegiatan transaksi ekonomi secara global. Saya menilai buku 

ini menarik mengingat sektor logistik merupakan salah satu sektor 

utama dalam mendukung daya saing bangsa. Untuk itu diperlukan 

sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif agar dapat bersaing 

dalam menghadapi persaingan di pasar global.

Bahasan dalam buku ini memiliki alur cukup menarik, mulai 

dari diskursus konseptual kontribusi sektor logistik terhadap 

makroekonomi, perkembangan kebijakan logistik nasional, jaringan 

sistim logistik nasional, dan harmonisasi kebijakan logistik. Selanjutnya 

buku ini membahas pembangunan dan permasalahan infrastruktur 

transportasi logistik serta menguraikan dan menganalisis tantangan 

dalam peningkatan daya saing logistik nasional dalam era digital. 

Selain itu, buku ini juga melihat pentingnya perbaikan logistik di 

lingkup UMKM dan pentingnya memajukan logistik yang berwawasan 

lingkungan. Buku ini juga membahas upaya pengembangan logistik 

halal di Indonesia. Yang menarik juga terdapat pembahasan terkait 

kondisi sektor logistik dalam masa pandemi Covid-19 yang terjadi 

sejak awal maret 2020. Pada setiap tulisan, diuraikan secara jelas 

bagaimana logistik memegang peranan kunci dalam mendukung 
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perekonomian. Dengan demikian peran dari pemerintah, pelaku 

usaha, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam perbaikan 

sektor logistik ke depan.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan selamat kepada 

para peneliti yang dengan tekun dan inovatif telah menghasilkan karya 

tulis ilmiah (KTI) yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman 

khususnya dalam sektor logistik. Saya juga menyampaikan apresiasi 

dan terima kasih kepada Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy yang telah 

mencurahkan pikiran dan waktunya dalam merancang tema, outline 

KTI, dan kegiatan editorial lainnya, sehingga buku ini layak untuk 

diterbitkan. Semoga invensi dan inovasi yang tersaji dalam buku ini 

bermanfaat bagi terciptanya kemajuan ekonomi Indonesia dengan 

dukungan logistik yang handal. Amin.

Jakarta,    September 2020

Kepala Pusat Penelitian

Badan Keahlian 

Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Memajukan Logistik Indonesia yang Berdaya Saing
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BAGIAN PERTAMA

PROLOG

Carunia Mulya Firdausy

A.  PENTINGNYA MEMAJUKAN LOGISTIK BERDAYA SAING 

Logistik dapat menentukan maju mundurnya perekonomian 

suatu negara. Dengan perannya yang penting tersebut, logistik 

dapat dikatakan sebagai lifeblood perekonomian suatu negara. 

Negara yang memiliki indikator kinerja logistik yang tinggi, besar 

kecenderungannya untuk memiliki pertumbuhan ekonomi dan 

kualitas pembangunan yang tinggi pula. Tidak itu saja, budaya, tingkat 

kehidupan, dan kesejahteraan orang per orang dalam suatu negara 

juga dapat terangkat dengan adanya kinerja logistik yang tinggi di 

suatu negara. Singkatnya, peran logistik tidak hanya terbatas dalam 

memberikan kontribusi pada level makroekonomi saja seperti, 

peningkatan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, perluasan 

dan penciptaan kesempatan kerja, dan derasnya arus masuk investasi 

dan perdagangan, melainkan juga dapat mampu mendongkrak dan 

menggeser kurva produksi ke kanan dan sekaligus meningkatkan 

kekuatan daya saing perusahaan pada level mikroekonomi.1

1  Van derVorst, Supply chain Management: Theory and Practices.  Wageningen: Wageningen 

University and Research. 2004; B. Edgert, T. Kozluk, dan D. Sutherland, “Infrastructure and 

Growth: Empirical evidence”, William Davidson Institute Working paper, no. 957, 2009; 

JP. Rodrigue, The Benefits Of Logistic Investment: Opportunities for Latin America and the 
Carribean, Washington D.C: Inter-American Development Bank, 2012; S. Sezer & T. Abasiz. 

“The impact of Logistic Industry on Economic Growth: An Application in OECD Countries”, 

Eurasian Journal of Social Sciences, Vol. 5 (1), 2017.
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 Namun sayangnya kinerja logistik Indonesia masih belum 

memuaskan. Diukur berdasarkan Indeks Kinerja Logistik atau logistic 
performance index (LPI), Indonesia pada tahun 2018 memiliki LPI 

sebesar 3,15. LPI sebesar ini menempatkan Indonesia di lingkup negara 

ASEAN berada di urutan kelima setelah Singapura (4,00), Thailand 

(3,41), Vietnam (3,27), dan Malaysia (3,22). Jika LPI Indonesia tersebut 

diurutkan dengan LPI 160 negara anggota Bank Dunia, Indonesia 

menempati peringkat 46. Walaupun LPI Indonesia tahun 2018 tersebut 

memang mengalami peningkatan  dibandingkan LPI tahun 2014 yang 

berada pada peringkat 63 dengan skor 2,98.2 Indonesia belum pantas 

untuk berpuas diri dengan ranking yang meningkat posisinya pada 

tahun 2018 tersebut. Pasalnya, LPI Indonesia tersebut masih berada 

jauh di belakang baik terhadap negara-negara di lingkup ASEAN dan 

apalagi terhadap 160 negara di dunia. 

Dalam menetapkan nilai LPI, komponen yang digunakan Bank 

Dunia terdiri dari efisiensi pemeriksaan di perbatasan (efficiency 
of custom clearance), kualitas infrastruktur (infrastructure quality), 

kemudahan mengatur pengiriman (ease of arrangement shipments), 

kualitas dan kompetensi layanan logistik (quality and competence of 
logistic services), kemampuan melacak pengiriman (ability to track 
and trace consignments), dan ketepatan waktu pengiriman (timeliness 
of deliveries). Dari komponen LPI ini, Indonesia memiliki catatan 

terburuk pada komponen efisiensi proses di perbatasan dengan 
indeks 2,67. Ini mengindikasikan salah satunya bahwa proses custom 
clearance masih berbelit-belit. Komponen kedua terburuk yaitu pada 

komponen kualitas infrastruktur transportasi seperti rel kereta api, 

pelabuhan, dan jalan dengan indeks 2,90 dari 5,00.3 

2  Kontan, “Indonesia Naik 17 Tingkat Dalam Indeks Logistik Dunia 2018”, (online), (https://

industri.kontan.co.id/news/indonesia-naik-17-tingkat-dalam-indeks-logistik-dunia-2018, 

diakses 30 September 2020)

3  BeritaTrans, “Performa Logistik Indonesia Masih Kalah Dengan Tetangga Sebelah Termasuk 

Vietnam”, (online), (http://beritatrans.com/2019/08/08/performa-logistik-indonesia-

masih-kalah-dengan-tetangga-sebelah-termasuk-vietnam/, diakses 30 September 2020)

Carunia Mulya Firdausy
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Buruknya kedua komponen di atas tentu tidak mengherankan. 

Hal ini antara lain karena kondisi  geografis Indonesia berbentuk 
kepulauan dengan jumlah 17.504 pulau yang tercatat sampai Desember 

2019. Dengan ribuan pulau tersebut, upaya untuk mendekatkan mata 

rantai pasokan membutuhkan perencanaan, strategi, dan pembiayaan 

yang besar. Sementara kemampuan untuk membiayai pembangunan 

logistik kepulauan Indonesia masih sebesar seperlima Produk 

Domestik Bruto (PDB).4 Pada tahun 2016, misalnya, biaya memajukan 

logistik Indonesia mencapai 26,64 persen dari PDB. Biaya logistik  ini 

menurun menjadi 24 persen dari PDB pada tahun 2019. Namun biaya 

memajukan logistik tersebut relatif lebih besar dibandingkan dengan 

biaya logistik yang dikeluarkan negara seperti Thailand sebesar 15 

persen, Malaysia sebesar 13 persen maupun Jepang dan Singapura 

yang hanya 8 persen PDB. Bahkan biaya logistik tersebut merupakan 

salah satu yang tertinggi di dunia.

Kompleksitas memajukan logistik Indonesia tersebut tentu 

tidak semestinya digantungkan hanya pada upaya atau dengan cara 

memeras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya 

untuk keperluan pembangunan infrastruktur konvensional seperti 

jalan tol, pelabuhan laut, bandara, jalur kereta api, dan infrastruktur 

fisik lainnya5. Walaupun benar persoalan infrastruktur konvensional 

fisik (hard infrastructures) ini merupakan alat konektivitas untuk 

menghubungkan kawasan industri, lokasi atau pulau yang telah 

memiliki infrastruktur yang terbangun dengan kawasan industri yang 

belum berkembang. Dengan konektivitas, upaya untuk meningkatkan 

mobilitas masyarakat  dan distribusi barang dan jasa mendorong 

pembangunan ekonomi Indonesia dapat tercapai lebih optimal. 

4  Katadata, “Di Tingkat ASEAN, Daya Saing Logisti Indonesia Peringkat Ke 5”, (online), (https://

databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/08/di-tingkat-asean-daya-saing-logistik-

indonesia-peringkat-ke-5, diakses 30 September 2020).

5  Carunia Mulya Firdausy, “Potential financial instruments toward sustainable urban 
infrastructural development in Indonesia”, International Journal of Critical Infrastructures, 

Vol. 14, No. 4, pp. 295-308.

PROLOG
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Namun memajukan logistik juga dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur non konvesional 

lainnya (non-convensional infrastructures) lainnya. Hal ini sepeti yang 

dinyatakan oleh Rodrigue bahwa “Logistics entails a wide spectrum of 
services including flow of information and transportation and distribution 
of raw material resources to the end of market where the commodities 
are consumed”.6 Demikian pula dengan apa yang dinyatakan oleh Van 

der Vorst bahwa: “logistic or supply chain can be largely defined not 
only includes the manufacturer and its suppliers, but also (depending 
on the logistic flows) transporters, warehouses, retailers, and consumers 
themselves”.7  Bahkan lebih luas lagi the Council of Supply Chain 
Management Professional (CSCMP) mengungkapkan bahwa logistics 
includes positive, active and productive planning, implementation and 
control commodities, labor, and related information from the starting 
point to the point of consumption.8 Ini sama artinya bahwa logistik 

meliputi suatu struktur yang berkaitan dengan pergerakan dan 

distribusi dari seluruh bentuk infrastruktur yang diperlukan dengan 

berbagai kelengkapannya, termasuk keuangan, sumberdaya dan arus 

informasi dalam suatu negara.

Dengan demikian, ketergantungan memajukan logistik 

Indonesia yang hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur 

fisik konvensional melalui APBN seperti disebutkan di atas diyakini 
akan sangat berat atau nyaris mustahil, apalagi dengan hadirnya 

pandemi Covid-19. Mengapa demikian? Hal ini karena pandemi 

Covid-19 telah melumpuhkan keseimbangan baik dari sisi permintaan 

dan produksi. Capaian pertumbuhan ekonomi yang secara susah 

payah telah dicapai sejak krisis multidimensi tahun 1997/1998, pada 

tahun ini diindikasikan mengalami resesi ekonomi sebagai akibat 

6 JP. Rodrigue, The benefits of logistic Investment: Opportunities for Latin America and the 
Carribean, Washington D.C: Inter-American Development Bank, 2012

7 Van derVorst, Supply Chain Management: Theory and Practices.  Wageningen: Wageningen 

University and Research. 2004.

8   S. Sezer & T. Abasiz. “The impact of Logistic Industry on Economic Growth: An Application in 

OECD coutries”, Eurasian Journal of Social Sciences, Vol. 5 (1), 2017.

Carunia Mulya Firdausy
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pertumbuhan ekonomi dalam dua triwulan II dan III mengalami 

pertumbuhan negatif. Pada Triwulan II/2020 pertumbuhan 

ekonomi mencapai minus 5,32 persen dan pada Triwulan III/2020 

diproyeksikan berkisar antara minus 3 persen dan minus 1 persen. 

Pandemi Covid-19 juga telah menurunkan penerimaan dari 

sektor pajak sebagai salah satu sumber utama memajukan logistik 

Indonesia. Hingga akhir Juli 2020 penerimaan pajak tercatat senilai 

Rp 601,9 triliun atau minus 14,7 persen dibandingkan kinerja periode 

yang sama tahun lalu senilai Rp 705,4 triliun. Sementara realisasi 

pajak penghasilan (PPh) migas senilai Rp 19,8 triliun dan pajak 

nonmigas senilai Rp. 582 triliun. Begitu pun jika dilihat pada semester 

I/2020, penerimaan pajak terkontraksi 12 persen. Realisasinya hanya 

senilai Rp 531,7 triliun atau 44,7 persen dari target penerimaan pajak 

dalam Perpres No. 72/2020 senilai Rp 1.198,8 triliun. Demikian pula 

kontribusi logistik terhadap PDB juga mengalami penurunan. Sektor 

ini kontribusinya terkontraksi 5,17 persen terhadap PDB, turun 

dibandingkan triwulan I 2019 yang tercatat sebesar 5,53 persen.  

Ujung dari semua dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian 

Indonesia tersebut suka atau tidak suka dipastikan memengaruhi 

status Indonesia yang pada tanggal 1 Juli 2020 dinobatkan Bank Dunia 

sebagai negara dengan status  lower middle income country menjadi 

upper middle income country.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Penelitian Badan 

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 

melalui buku bunga rampai ini ingin berbagi pikiran dan analisis 

berdasarkan hasil penelitian yang panjang untuk memajukan logistik 

Indonesia yang berdaya saing. Yang sangat menarik dari buku bunga 

rampai ini  yakni lingkup pemikiran dan analisis memajukan logistik 

Indonesia yang berdaya saing tidak hanya terbatas pada sektor 

logistik terkait infrastruktur fisik konvensional transportasi saja, 
melainkan diperluas mencakup logistik terkait teknologi informasi 

dan komunikasi, logistik ekspres bagi pengembangan UMKM, logistik 

PROLOG
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hijau untuk mewujudkan manajemen rantai pasok berkelanjtutan,  

dan logistik halal. Bahkan catatan penting yang perlu diperhatikan 

terkait kondisi dan perkembangan logistik saat pandemi Covid-19 

juga tak luput didiskusikan dalam buku ini. 

Pemikiran dan analisis sektor logistik yang cenderung tidak 

konvensional tersebut diyakini dapat memberikan masukan kepada 

pemerintah dan stakeholders lainnya dalam pertimbangan maupun 

peninjauan ulang  kebijakan ekonomi pembangunan logistik Indonesia 

di satu pihak, dan perluasan usaha yang mungkin dapat dikembangkan 

baik dalam menyikapi pandemi Covid-19 maupun dinamika 

perubahan ekonomi ke depan di lain pihak. Keniscayaan mencari 

alternatif strategi dan kebijakan memajukan logistik yang berdaya 

saing di luar pembangunan infrastruktur fisik konvensional saja 
dapat meringankan tekanan pengeluaran belanja negara dan apalagi 

jika keuntungan sosial ekonomi dari alternatif pembangunan logistik 

non konvensional tersebut dapat lebih segera terjadi memberikan 

kontribusi memajukan Indonesia.    

B.  URAIAN ISI BUKU

Buku bunga rampai ini terdiri dari 9 bagian. Setiap bagian 

dari buku ini diupayakan mampu menjelaskan secara tuntas pokok-

pokok pikiran dan analisis terkait tema atau judul dari masing-masing 

bagian. Sebagai kelaziman dalam menulis buku bunga rampai, uraian 

singkat menyangkut the rationale dari buku ini atau lebih tegasnya 

alasan pentingnya tema atau topik memajukan logistik Indonesia yang 

berdaya saing diberikan secara singkat dalam bagian Prolog. 

Bagian kedua menyangkut diskursus konseptual kontribusi 

sektor logistik terhadap makroekonomi, perkembangan kebijakan 

logistik nasional, jaringan sistim logistik nasional, dan harmonisasi 

kebijakan logistik. Bagian ini ditulis oleh Ariesy Tri Mauleny dengan 

cara memberikan pertanyaan kritis yang ditujukan untuk mengkaji 

sejauh mana kebijakan sektor logistik nasional efektif mengatasi 

Carunia Mulya Firdausy
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tantangan geografis dan menurunkan biaya logistik antar daerah. 
Kemudian, pilihan penguatan strategis apa yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan kinerja logistik dan bagaimana pula ekosistem 

logistik nasional dapat diwujudkan sehingga mampu mendongkrak 

perekonomian yang maju dan berdaya saing. 

Bagian ketiga membahas pembangunan dan permasalahan 

infrastruktur transportasi logistik. Pembahasan hal ini dinilai penting 

oleh Ahmad Sani Alhusain tidak hanya karena transportasi logistik 

merupakan salah satu program strategis nasional, melainkan juga 

karena hal ini menjadi tulang punggung pergerakan arus barang yang 

dapat menjangkau rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari 

Miangas sampai Pulau Rote. Dalam bagian ini didiskusikan antara lain 

konsep logistik, transportasi, dan moda transportasi logistik. Selain 

itu juga dijelaskan program pembangunan yang telah dan masih 

dikerjakan oleh pemerintah dalam mendukung transportasi logistik. 

Bagian ini ditutup dengan memberikan catatan permasalahan yang 

menjadi pekerjaan rumah untuk meningkatkan kinerja transportasi 

logistik.

Berbeda dengan bagian di atas, bagian keempat menguraikan 

dan menganalisis tantangan dalam peningkatan daya saing logistik 

nasional dalam era digital. Mandala Harefa mempertimbangkan 

pentingnya perhatian pada pengembangan logistik yang berbasis 

digital karena penggunaan teknologi digital tersebut mampu 

mempercepat proses pengiriman barang dan jasa dari satu tempat ke 

tempat lainnya dalam waktu singkat dan berbiaya murah. Beberapa 

kebijakan untuk merealisasikan hal ini, misalnya, melalui penerapan 

sistem Delivery Order Online, sistem InaPortNet, relaksasi prosedur 

ekspor otomotif; dan pembangunan pusat otomotif. Bahkan pemikiran 

seperti ini telah dituangkan dalam Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang 

Cetak Biru Sistem Logistik Nasional yang meliputi enam pilar, yakni: (i) 

Komoditi Utama; (ii) Infrastruktur Logistik; (iii) Teknologi Informasi 

dan Komunikasi; (iv) Sumber Daya Manusia; (v) Pelaku Penyedia Jasa 

PROLOG
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Logistik; dan (vi) Harmonisasi Regulasi. Namun dalam penerapan 

yang dilakukan di Sumatera Utara dan Jawa Timur, hasilnya ternyata 

belum optimal.

Sony Hendra Permana dalam tulisannya di bagian kelima 

lebih melihat pentingnya perbaikan logistik di lingkup UMKM. Hal 

ini tidak lain karena pelaku usaha dan sumberdaya manusia yang 

terlibat di sektor ini sangat dominan. Menurutnya, dukungan logistik 

ekspres dapat membantu pelaku usaha UMKM meningkatkan 

produktivitas, perluasan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. 

Logistik ekspres ini dinilai memiliki kontribusi yang signifikan dalam 
mendukung pengembangan sektor UMKM di Indonesia. Pembahasan 

bagian ini diawali dengan ulasan besarnya jumlah pelaku UMKM, dan 

dilanjutkan dengan perkembangan jasa pengiriman ekspres dengan 

segala permasalahannya. Pemikiran bagaimana logistik ekspres ini 

dapat berkelanjutan dalam membantu meningkatkan indeks kinerja 

logistik Indonesia juga diberikan, seperti melalui kolaborasi dengan 

perusahaan teknologi informasi berbasis transportasi. 

Bagian keenam menyoroti pentingnya memajukan logistik 

yang berwawasan lingkungan. Pengembangan logistik hijau atau 

logistik berwawasan lingkungan ini diangkat Masyithah Aulia 

Adhiem atas kenyataan kondisi kerusakan lingkungan yang ada 

saat ini. Dengan kenyataan tersebut, konsep berkelanjutan menjadi 

bentuk kebutuhan baru di mana dengan menerapkan sistem logistik 

berkelanjutan perusahaan akan memiliki nilai tambah baik dalam 

menjaga nilai keberlanjutan usaha maupun dalam memberikan 

kontribusi perekonomian. Beberapa contoh kondisi lingkungan yang 

terdampak oleh kegiatan logistik antara lain adalah pencemaran 

udara akibat aktivitas transportasi,  dan juga limbah akibat produksi 

dan inventori yang tidak optimal. Apalagi Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa gas rumah kaca (GRK) 

yang dihasilkan akibat pembakaran energi (berupa CO2) dan limbah 

masih terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Carunia Mulya Firdausy
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Bagian ketujuh merupakan bagian yang unik. Dikatakan unik 

karena topik yang dibahas terkait dengan upaya pengembangan 

logistik halal di Indonesia. Alasan Nidya Waras Sayekti mengangkat 

pentingnya logistik halal karena produk dan jasa halal bukan hanya 

sebagai kebutuhan tapi sudah menjadi gaya hidup (halal life style) 

dan bahkan sudah menjadi tuntutan pasar dan terus berkembang. 

Menurut laporan the Global Islamic Economy Report (GIER) 

2019/2020, pengeluaran makanan dan gaya hidup halal umat Islam di 

dunia mencapai 2,2 triliun dolar AS pada 2018 dengan pertumbuhan 

5,2 persen per tahun dari 6 sektor ekonomi (makanan, fashion, 

media dan rekreasi, pariwisata, obat-obatan dan kosmetik, serta 

keuangan syariah). Pengeluaran tersebut diperkirakan akan terus 

tumbuh mencapai 3 triliun dolar AS pada tahun 2024. Di sisi lain, 

perkembangan industri halal tidak hanya diminati oleh negara-negara 

muslim namun juga negara-negara berpenduduk mayoritas non-

muslim. Meningkatnya minat masyarakat dunia untuk mengonsumsi 

kualitas produk halal bukan hanya karena keyakinan, tetapi produk 

halal juga menjaminkan kualitas produk yang baik, baik dari aspek 

etika, kesehatan, keamanan, dan keramahan terhadap lingkungan. 

Namun potensi yang besar tersebut dari hasil penelitiannya 

ditemukan menghadapi berbagai permasalahan, seperti, belum 

adanya penetapan tarif sertifikasi halal oleh Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu), proses penyiapan auditor halal yang terhambat 

sertifikasi di Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahan penolong proses 
pengolahan produk berupa pembelian, penerimaan, penyimpanan 

bahan baku yang digunakan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, 

dan distribusi produk juga menjadi unsur penilaian dari kehalalan 

produk yang belum memadai. Oleh karena itu, pemerintah dan 

perusahaan penting untuk mengembangkan logistik halal dalam 

rangka mendukung peningkatan produk halal. 

Bagian ke delapan menurunkan pembahasan terkait kondisi 

sektor logistik dalam masa pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal 

PROLOG
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Maret 2020. Pembahasan ini dijelaskan Lisnawati antara lain karena 

dengan adanya penjelasan kondisi dan perkembangan sektor logistik 

dalam pandemi Covid-19, berbagai pelajaran dan pengetahuan dapat 

dipetik untuk perumusan upaya memajukan logistik Indonesia baik 

pada dalam era pandemi Covid-19 maupun sesudahnya. Apalagi 

dampak pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan segmen Business 
to Business (B2B) hingga 80 persen. Secara lebih spesifik, bagian ini  
membahas bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor 

logistik dan bagaimana penataan logistik yang harus dilakukan 

pemerintah agar sektor ini tidak terlalu terdampak akibat pandemi 

Covid-19 dan perubahan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan 

agar dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada.  Akhirnya, sebagai 

bagian penutup buku bunga rampai ini berbagai catatan penting dari 

pemikiran dan analisis temuan penelitian yang didiskusikan pada 

bagian-bagian sebelumnya untuk memajukan logistik Indonesia yang 

berdaya saing dirumuskan kedalam epilog. 

Carunia Mulya Firdausy



11

DAFTAR PUSTAKA

Edgert, B., Kozluk, T dan Sutherland, D. (2009). Infrastructure and Growth: 

Empirical Evidence. William Davidson Institute Working Paper, no. 

957, hlm. 1-55.

Firdausy, C.M. (2018). Potential financial instruments toward sustainable 
urban infrastructural development in Indonesia. International Journal 
of Critical Infrastructures, Vol. 14, No. 4, 295-308.

Kontan. (2018). Indonesia Naik 17 Tingkat dalam Indeks Logistik Dunia 

2018, (online), (https://industri.kontan.co.id/news/indonesia-naik-

17-tingkat-dalam-indeks-logistik-dunia-2018, diakses 30 September 

2020)

BeritaTrans. (2018). Performa Logistik Indonesia Masih Kalah dengan 

Tetangga Sebelah Termasuk Vietnam, (online), (http://beritatrans.

com/2019/08/08/performa-logistik-indonesia-masih-kalah-

dengan-tetangga-sebelah-termasuk-vietnam/, diakses 30 September 

2020)

Katadata. (2018). Di Tingkat ASEAN, Daya Saing Logistik Indonesia 

Peringkat Ke 5, (online), (https://databoks.katadata.co.id/

datapublish/2019/03/08/di-tingkat-asean-daya-saing-logistik-

indonesia-peringkat-ke-5, diakses 30 September 2020)

Rodrigue, J.P. (2012). The Benefits of Logistic Investment: Opportunities for 
Latin America and the Carribean, Inter-American Development Bank, 

Washington D.C.

Sezer, S. & T. Abasiz. (2017). The Impact of Logistic Industry on Economic 

Growth: An Application in OECD Countries, Eurasian Journal of Social 
Sciences, Vol. 5 (1), hlm. 11-23.

Van derVorst, JGAJ. (2004). Supply chain Management: Theory and Practices. 

Wageningen University and Research.



201

BAGIAN KESEMBILAN

EPILOG

MEMAJUKAN LOGISTIK INDONESIA 

BERDAYA SAING 

Carunia Mulya Firdausy

Memajukan logistik Indonesia yang berdaya saing bukan 

merupakan panacea untuk mencapai Indonesia maju 2045. Namun 

tanpa kemajuan logistik Indonesia yang berdaya saing keinginan 

Indonesia menjadi salah satu negara maju pada tahun 2045 dipastikan 

tidak akan terwujud.  Alasannya antara lain karena Indonesia 

merupakan negara kepulauan dengan distribusi sumber daya 

penduduk, sumber daya alam dan kegiatan industri yang tidak merata 

vis a vis keterbatasan APBN. Apalagi indeks kinerja logistik atau logistic 
performance index (LPI) Indonesia tahun 2018 dalam lingkup negara 

ASEAN masih sebesar 3.15. Dengan LPI sebesar ini Indonesia berada 

di urutan kelima setelah Singapura (4,00), Thailand (3,41), Vietnam 

(3,27), dan Malaysia (3,22). Jika LPI Indonesia tersebut diurutkan 

dengan LPI 160 negara anggota Bank Dunia, Indonesia menempati 

peringkat ke-46.  Oleh karena itu, memajukan logistik Indonesia 

berdaya saing melalui catatan yang didiskusikan dalam buku bunga 

rampai ini penting untuk dipertimbangkan semua stakeholders dalam 

menjadikan Indonesia maju 2045.

Harus diakui upaya keras yang selama ini dilakukan Indonesia 

dalam memajukan logistik di sektor infrastruktur fisik ((jalan, 
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pelabuhan, bandara, kereta api, pergudangan, dan sejenis lainnya) 

harus diapresiasi dan didukung oleh semua pihak tanpa kecuali. Namun 

fokus pembangunan logistik yang hanya diarahkan pada logistik 

infrastruktur fisik konvensional  tersebut perlu dilengkapi dengan 
keseimbangan, harmoni dan sinergi dengan pembangunan logistik 

lainnya maupun dinamika perekonomian dan masyarakat. Beberapa 

contoh terkait pembangunan logistik dimaksud yakni pembangunan 

kualitas komoditas unggulan, kualitas sumberdaya manusia dan 

manajemen, aturan hukum dan perundang-undangan, penyediaan 

pelayanan logistik, dan teknologi informasi dan komunikasi.  

Dalam memajukan logistik Indonesia yang berdaya saing, 

enam komponen LPI yang terdiri dari efisiensi pemeriksaan di 
perbatasan (efficiency of custom clearance), kualitas infrastruktur 

(infrastructure quality), kemudahan mengatur pengiriman (ease of 
arrangement shipments), kualitas dan kompetensi layanan logistik 

(quality and competence of logistic services), kemampuan melacak 

pengiriman (ability to track and trace consignments), dan ketepatan 

waktu pengiriman (timeliness of deliveries) mutlak perlu diperhatikan. 

Namun dalam pelaksanaannya tentu harus memberikan penguatan 

manajemen rantai pasokan (supply chain)  agar arus perpindahan 

barang, arus informasi, dan arus finansial dapat berlangsung secara 
aman, efektif, dan efisien, mulai dari penyedia hingga sampai ke 
pengguna akhir. Untuk itu serangkaian proses ekonomi perlu untuk 

dibenahi baik pengadaan, penyimpanan, distribusi, transportasi, 

sampai dengan pelayanan pengantaran sesuai dengan jenis, kualitas, 

kuantitas, waktu, dan tempat yang diinginkan pelaku ekonomi baik 

penyedia barang, pelaku, dan  pendukung logistik serta pengguna 

akhir. 

Di sisi lain, penguatan perekonomian melalui peningkatan 

kapasitas produksi dan permintaan efektif, kemudahan berusaha, 

iklim investasi, dan kapasitas pembiayaan yang menjamin sirkulasi 

dan distribusi barang dan jasa antar daerah, wilayah atau antar negara 
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juga diperlukan agar input, proses dan output logistik dapat berjalan 

efektif dan efisien. Dengan demikian, sistem logistik yang terintegrasi 
secara lokal, terhubung secara global untuk meningkatkan daya 

saing nasional dan kesejahteraan rakyat (locally integrated, globally 
connected for national competitiveness and social welfare) dapat 

tercapai dan bukan hanya sebatas jargon saja.

Benar memang, upaya pemerintah dalam meningkatkan 

kuantitas dan kualitas dukungan infrastruktur transportasi logistik 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah intensif dilakukan. 

Untuk itu pembangunan infrastruktur transportasi perlu terus 

dilakukan dalam upaya peningkatan konektivitas nasional dan 

pelayanan fasilitas transportasi logistik. Perhatian lebih lanjut agaknya 

perlu ditingkatkan dalam konteks perencanaan pembangunan dan 

pelayanan terhadap fasilitas infrastruktur transportasi logistik 

secara terintegrasi, baik antarmoda transportasi maupun antar 

wilayah, sehingga lebih menjamin efektivitas pemanfaatannya. Untuk 

keberhasilan hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

perlu bekerja sama mengembangkan infrastruktur transportasi 

tersebut untuk meningkatkan pelayanan terhadap fasilitas-fasilitas 

infrastruktur yang ada.

Pengelolaan infrastruktur tersebut juga harus dilakukan 

secara profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan konsep 

good corporate governance (GCG) untuk menghindari inefisiensi 
dalam proses pelayanan infrastruktur di berbagai lokasi infrastruktur 

yang dikembangkan. Dengan demikian, dampak positif dari 

pembangunan infrastruktur transportasi logistik yaitu menurunnya 

biaya logistik secara signifikan dan daya saing logistik nasional 
meningkat. Pemerintah juga masih harus meningkatkan pengawasan 

dan koordinasi untuk membenahi implementasi kebijakan pemberian 

insentif agar iklim logistik Indonesia semakin menarik investor logistik 

khususnya  dan investor di bidang ekonomi lainnya umumnya. 
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Digitalisasi sistim logistik yang terintegrasi mutlak perlu 

dilakukan  dalam mendorong peningkatan  kegiatan  ekonomi dan 

meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. Pentingnya 

logistik  Indonesia untuk menyesuaikan dengan perkembangan 

teknologi digital bukan saja karena semakin tingginya kompetisi 

dengan negara-negara di kawasan ASEAN yang telah menggunakan 

teknologi tersebut, melainkan juga penggunaan logistik digital lebih 

murah dan cepat. Untuk itu pemerintah sebagai regulator harus 

terus bekerja keras untuk mewujudkan sistem logistik digital  yang 

efektif, transparan dan efisien, baik melalui peningkatan kualitas SDM 
dalam pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.  Bahkan 

Pemerintah perlu menjadikan digitalisasi logistik sebagai kebijakan 

mandatory (wajib), walaupun upaya membangun digitalisasi logistik 

ini dalam meningkatkan daya saing  bukanlah sesuatu yang mudah. 

Untuk itu kesadaran dan kemauan dari berbagai pihak yang ada dalam 

rantai pasokan logistik perlu untuk saling bekerja bersama dalam 

mewujudkannya, salah satunya dengan merubah pola pikir pelaku 

logistik di lapangan.

Keberadaan UMKM sebagai komponen pelaku usaha 

yang dominan dalam perekonomian juga harus dilibatkan dalam 

memajukan logistik Indonesia yang berdaya saing. Beberapa hal 

yang masih perlu dibenahi untuk meningkatkan kontribusi ekonomi 

UMKM ini yakni penurunan biaya kargo logistik, konektivitas antar 

moda transportasi, terhubungnya sistem informasi antara otoritas di 

pelabuhan dengan penyedia jasa logistik, perlunya platform logistik 

yang menyediakan informasi yang akurat dari hulu ke hilir, dan juga 

pembenahan dan penyeragaman pada otoritas-otoritas yang terkait 

dengan sektor logistik agar lebih efisien dalam pelaksanaan kegiatan 
logistik. Hadirnya perusahaan startup berbasis teknologi informasi 

yang memberikan layanan logistik ekpres, juga merupakan tantangan 

tersendiri. Untuk itulah diperlukan kolaborasi antara entitas usaha 

logistik dengan entitias usaha berbasis teknologi informasi agar 
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tercipta sistem logistik ekspres yang efisien. Dengan kolaborasi itu 
akan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dan masyarakat karena 

tersedianya layanan jasa antar yang baik dan ekonomis.

Perhatian besar terhadap logistik hijau harus pula 

dipertimbangkan. Pemerintah memiliki peran utama dalam 

penetapan regulasi dan kebijakan untuk menjadi pegangan bagi para 

pelaku logistik.  Contoh kebijakan serta regulasi yang mendukung 

upaya mewujudkan logistik hijau antara lain adalah mandatori B30 

yaitu mandatori penggunaan energi nabati (biodiesel) terdapat pada 

Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 

No.12 Tahun 2015. Kebijakan yang sama pentingnya juga terkait dalam 

penerapan ISO 9001 dan ISO 1400. Kebijakan dan program seperti ini 

perlu terus dijaga dan bahkan berbagai kegiatan yang langsung atau 

tidak langsung digunakan dalam input, proses dan output terkait 

sektor logistik wajib diformulasikan dalam kebijakan dan aturan yang 

memadai untuk mendukung terwujudnya pembangunan logistik yang 

ramah ligkungan. 

Dalam pengembangan logistik halal, peningkatan kemampuan 

manajemen pelayanan logistik dalam menjamin integritas produk 

halal mutlak diperlukan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan 

komitmen dan peran dari berbagai pihak yaitu masyarakat, pelaku 

industri, pemerintah, dan media massa (penta helix). Logistik halal 

akan berkembang karena adanya tingkat kesadaran masyarakat 

terhadap kehalalan suatu produk. Halal tidak hanya dari bahan 

material pembuatan produknya, namun dari proses awal pembuatan 

hingga ke tangan konsumen harus terjamin kehalalannya. Produsen 

atau pelaku industri hendaknya juga harus berani mengambil celah 

pasar dan menjamin kehalalan produk/jasanya. Pelaku usaha jasa 

logistik Indonesia juga harus siap meng-handle produk halal baik 

untuk kebutuhan domestik maupun untuk kebutuhan luar negeri 

(barang ekspor atau impor) yaitu dengan memenuhi standar halal 

yang berlaku dan sertifikasi halal. 
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Pemerintah juga harus berperan  untuk  mendorong  dan  

memfasilitasi implementasi  logistik  halal. Dalam hal ini pemerintah 

dapat mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung 

pengembangan logistik halal di Indonesia, seperti pengembangan 

kawasan industri halal, peraturan penggunaan jasa logistik halal 

Indonesia untuk semua produk halal yang masuk ke Indonesia, 

pengembangan sistem logistik halal dalam sistem logistik nasional, 

kemudahan/penyederhanaan administrasi untuk sistem logistik halal, 

insentif biaya atau perpajakan untuk logistik halal, dan sebagainya. 

Peran yang sama perlu juga diberikan oleh media massa baik cetak, 

elektronik, maupun social untuk memengaruhi berbagai pihak, 

baik kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Hal ini 

misalnya dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, pemasaran, 

dan penyebaran informasi untuk mengembangkan industri halal di 

Indonesia. 

Hadirnya pandemi Covid-19 yang telah merusak perekonomian 

nasional dapat menjadi peringatan dan sekaligus pelajaran 

pentingnya memajukan logistik Indonesia berdaya saing yang tidak 

terbatas hanya pada logistik infrastruktur fisik konvensional semata. 
Perhatian terhadap logistik yang berbasis sistem online tidak dapat 

dihindari untuk terus dikembangkan. Untuk itu diperlukan perbaikan 

infrastruktur, peningkatan produk/komoditas, penyediaan jasa 

logistik yang efektif dan efisien, perbaikan regulasi dan birokrasi, dan 
penguatan sistem informasi sesuai dinamika Covid-19 dan perubahan 

teknologi informasi dan komunikasi global tanpa melupakan resource 
endowment dominan yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, much 
remain to be done dan pilihannya hari ini atau tidak sama sekali—it’s 
now or never.

Jakarta, 30 September 2020

Editor

Carunia Mulya Firdausy
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